BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Kewenangan institusi Kepolisian dalam hal penyitaan barang bukti
pelanggaran lalu lintas terdapat dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang
melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang di
duga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan.
Tata cara penyitaan penyimpanan dan penitipan benda sebagai mana diatur
dalam KUHAP. Menurut KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh
penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Penyidik
dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang mengharuskan
segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih
dahulu, maka setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua
pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya sebagaimana
diatur dalam Pasal 38 KUHAP.

2. Penegakan Peraturan Pemerintan Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peranan yang sangat
berpengaruh adalah kualitas moral dan etika aparat penegak hukum
khususnya Polisi Lalu Lintas yang diberi wewenang untuk melakukan dan
mengambil tindakan dalam rangka penegakan hukum akan berdampak

pada kinerja yang profesional. Kualitas moral dan etika penegak hukum
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yang tinggi guna terwujudnya Kinerja penegak hukum yang baik.
Kenyataan dalam proses ini penyelenggaraan penegakan hukum di bidang
lalu lintas, bahwa masing-masing aparat belum bekerja secara profesional.

B. Saran

1. Kewenangan institusi Kepolisian dalam menangani pelanggaran yang
terjadi di jalan raya harus dikaji ulang oleh pemerintah, hal ini dengan
semakin maraknya razia kendaraan bermotor yang dilakukan oleh oknum-
oknum Kepolisian.

2. Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kendaraan bermotor dan jalan raya harus semakin gencar dilakukan oleh

pemerintah kepada masyarakat.
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